
 
 

S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 30 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Tanah Laut sehari–hari, perlu disediakan Biaya 

Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; 

  b. bahwa Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, yang menyebutkan bahwa besarnya biaya 

penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan 

klasifikasi Pendapatan Asli Daerah; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan 

Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019; 
    

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 



2 
 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  
 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 

2018 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG 

OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut 

6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. 

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 

pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

BAB II 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

 

Pasal 2 

 

(1) Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan 

setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 

Bupati. 

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berdasarkan klasifikasi PAD. 

 

Pasal 3 

 

(1) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu PAD 

diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan 

Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah 

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 

0,40 % (nol koma empat puluh persen). 

(2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan sebesar 

Rp. 476.456.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima 

puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Bupati sebesar Rp. 285.873.600,- (dua ratus delapan puluh lima 

juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan 

b. Wakil Bupati sebesar Rp. 190.582.400,- (seratus sembilan puluh 

juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah). 

 

Pasal 4 

 

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari. 

 

Pasal 5 

 

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan 

prinsip efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pasal 6 

 

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 23 April 2019 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 23 April 2019 

 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

  H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 30 


